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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah atau yang sering disingkat PEMDA
merupakan penyelenggara yang berkaitan dengan urusan
pemerintah dimana pemerintah daerah mempunyai hak dan
kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang
dimilikinya sesuai dengan kebutuhan atas aspirasi masyarakat
sekitar. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi
menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
Daerah diberi suatu kewenangan yang luas untuk mengurus
keuangan sendiri dengan ketentuan yang telah diatur oleh
pemerintah pusat. UU tersebut juga memberikan suatu penegasan
bahwa daerah itu memiliki kewenangan untuk menentukan
alokasi sumber daya untuk suatu anggaran belanja dengan syarat
dan ketentuan tertentu seperti mengikuti asas kepatuahan,

kebutuhan, dan kemampuan daerah. Kewenanangan tersebut



merupakan salah satu bagian dari suatu kebiajakan otonomi
daerah (otda).*

Penyelenggaraan suatu otonomi daerah diperlukan adanya
prinsip otonomi yang cakupannya cukup luas, nyata dan
bertanggung jawab. Dengan menggunakan prinsip otonomi yang
seluas-luanya maka otonomi daerah (otda) bisa menjalankan
semua kegiatan pemerintahan, karena pada dasarnya otonomi
daerah diberi kewenangan dalam mengatur dan mengurus semua
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tujuannya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya memberikan
peran, memberikan suatu pelayanan, dan meningkatkan sumber
daya masyarakat.

Otonomi daerah (otda) merupakan suatu bentuk dari
perwujudan pendelegasian terkait hak, wewenang dan tanggung
jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana
pemerintah daerah itu sendiri memiliki hak dan wewenang dalam

mengatur daerahnya baik dari sektor keuangan maupun

! Muhammad Syukri dan Hinaya “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asl Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus
Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi
Selatan”. JEMMA, Volume 2 Nomor 2. 2019, h. 30.



nonkeuangan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah
diharapkan mampu dalam mengelola keuangannya sendiri
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
sudah ditetapkan oleh peraturan daerah.?

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang
dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Komponen APBD terdiri dari
pendapatan daerah, belanja atau pengeluaran daerah yang
digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di
daerah dan pembiyaan anggaran yang digunakan untuk menutup
defesit anggaran pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi
daerah, pemerintah dituntut untuk dapat mengelola keuangan
daerah dengan baik dan efektif.

Biasanya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) melibatkan antara bagian legislatif dan
eksekutif, dalam melaksanakan penyusunan APBD ada beberapa

langkah-langkah yang harus dilaksanakan, langkah tersebut

2 Komang Sudika dan Ketut Budiartha, “Pengaruh Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada
Belanja Modal Provinsi Bali”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,
Vol.21.2. 2017, h. 1690.



diawali dengan membuat kesepakatan antara bagian eksekutif
dengan bagian legislatif yang didalamnya mencakup tentang
kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan prioritas anggaran.

Pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana dalam bentuk
anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset
tetap. Karena belanja modal merupakan bentuk pengeluaran yang
memiliki manfaat cenderung melebihi dari satu tahun dan akan
menambah aset tetap kekayaan pemerintah. Selain itu alokasi
belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan
prasarana baik untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah
maupun untuk fasilitas publik.

Belanja Modal adalah salah satu kelompok dari belanja
daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang
berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan
dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas
publik. Belanja Modal dalam pemahamannya berhubungan
dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas, sarana

dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah dalam



upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada
masyarakat.®> Belanja modal memiliki peran yang sangat penting
karena belanja modal memiliki manfaat dalam bentuk jangka
panjang yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara luas.

Pengalokasian anggaran menjadi permasalahan yang sering
dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik.
Dimana pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana
untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang cukup
terbatas, dalam hal ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah
daerah adalah dalam mengalokasikan penerimaan yang diperoleh
untuk belanja daerah harus bersifat secara produktif.*

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran
daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi,

% Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini “Pengaruh PAD,
DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi
Bali” Universitas Udayana. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018,
h. 1256.

* Komang Sudika dan Ketut Budiartha, “Pengaruh Pajak Daerab.....,
h. 1691.



khususnya dalam pemberian pelayanan umum.® Namun pada
kenyataannya pemerintah  daerah dalam  pengalokasian
pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja
rutin. Hal ini yang menjadikan pengalokasian anggaran menjadi
tidak produktif maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan
kualitas pelayanan masyarakat, jadi pemerintah daerah wajib
mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal
dalam bentuk APBD dengan tujuan untuk menambah aset secara
tetap.

Selama ini pemerintah daerah lebih banyak menggunakan
pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada
belanja modal. Seperti yang sudah diketahui bahwa belanja
operasi merupakan belanja pemerintah daerah yang terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja
subsidi, dan belanja hibah. Jika dilihat dari segi manfaatnya,
pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal sangat
bermanfaat dan produktif dalam hal memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan

® Komang Sudika dan Ketut Budiartha, “Pengaruh Pajak Daerah.....,
h. 1692.



Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Provinsi Banten

tahun 2019 sebagai salah satu contoh perbandingan antara belanja

operasi dan belanja modal, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal

Provinsi Banten Tahun 2019

(dalam jutaan rupiah)

APBD Murni % Naik
Uraian APBD Perubahan 2019 Realisasi 2019
2018 Turun
Belanja
. 7.475.758.748626,00 7.752.445.485.737,00 6.969.429.076.703,11 89,90
Operasional
Belanja
Modal 1.687.855,143.574,00 1.799.713.891.704,00 | 1.379.319.818.260.,58 76,64
oda
Belanja Tak
55.430.000.000,00 44.285.912.623,00 1.522.986.396,00 3,44
Terduga
JUMLAH | 9.219.043.892.200,00 9.596.445.290.064,00 7.309.513.212.648,00 87,01

Sumber:BPS Provinsi Banten

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa persentase

belanja operasi lebih besar atau meningkat daripada persentase

belanja modal pada pemerintah Provinsi

Banten, dengan

presentase belanja operasi sebesar 89,90 sedangkan belanja




modal sebesar 76,64. Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas
belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten
cenderung banyak digunakan untuk belanja rutin atau belanja
operasi daripada belanja modal.

Pemerintah Provinsi Banten dalam memanfaatkan belanja
hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, misalnya
untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dengan demikian
pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran
belanja modal dengan baik untuk meningkatkan pelayanan publik
dalam rangka menghadapi kesenjangan fiskal.

Terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah diakibatkan
karena dalam setiap daerah mempunyai kemampuan yang
berbeda-beda terkait hal mendanai suatu kegiatan operasional.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, yang dilakukan
pemerintah pusat adalah dengan cara mentransfer dana
perimbangan untuk masing- masing daerah tujuannya agar
meminimalisir ~ ketimpangan yang ada. Dalam rangka
menyelenggarakan pembiayaan yang dilakukan atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut



pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam memungut dan
mengelola sumber pendanaan yang ada. Sumber pendanaan
tersebut salah satunya yaitu dana perimbangan.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah
yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan
kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan
pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik dan
merupakan  kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan
desentralisasi yang alokasinya tidak bisa dipisahkan satu dengan
yang lain.®

Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum
(DAU). Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana
pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari
APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

® Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Jakarta:PT Gramedia Pustak Utama,
2001), h. 174.
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pelaksanaan desentralisasi.” Dana Alokasi Umum merupakan
sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal guna
pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian
pelayanan publik. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat
hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.
Semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi Belanja
Modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang
memiliki pendapatan Dana Alokasi Umum yang besar maka
alokasi belanja modal juga akan meningkat.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 Dana Alokasi khusus
merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah
untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuk yang
berasal dari dana reboisasi.® Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus
diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan jangka waktu
yang panjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi

Khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena

" Muhammad Idris Patarai, Perencanaan Pembangunan Daerah
(Sebuah Pengantar), (Makasar: De La Macca, 2016), h. 195.

® Fadillah Amin, Penganggaran di Pemerintah Daerah, (Malang:UB
Press,2019), h. 69 dan 72.



11

Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap untuk
meningkatkan pelayanan publik.

Namun pada penggunaannya, dana perimbangan yang
difokuskan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) yang disebut sebagai dana utama bagi pemerintah
dalam membiayai dan mengatur serta mengurus semua kegiatan
pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan
Realisasi APBD perbandingan antara Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal pada
Provinsi Banten Tahun 2012-2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perbandingan DAU, DAK dan Belanja Modal di Provinsi
Banten

(dalam ribu rupiah)

Perbandingan

Tahun
DAU DAK Belanja Modal
2012 5.556.435.042 424.193.840 3.108.416.220
2013 6.215.026.924 478.257.167 3.901.822.471
2014 6.754.361579 491.531.083 7.962.199.330
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2015 7.556.469.482 758.632.919 6.363.880.112
2016 7.982.924.330 4.204.989.653 6.687.279.341
2017 1.059.320.237 2.230.361.117 7.114.905.042
2018 1.072.903.468 2.254.780.861 1.362.550.904
2019 1.140.003.353 2.489.732.034 1.379.319.818

Sumber: BPS provinsi Banten

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas memperhatikan perkembangan
dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja
Modal selama 8 tahun terakhir dapat dilihat bahwa secara umum
tidak ada satupun yang menunjukan trend peningkatan secara
terus menerus. Jika dibandingkan antara jumlah Dana Alokasi
Umum (DAU) dan jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) pada
Provinsi Banten tiap pertahunnya dari tahun 2012 sampai dengan
tahun 2019 dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Khusus lebih
banyak atau lebih besar realisasi penerimaannya dari pada Dana
Alokasi Umum.

Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran
daerah dengan baik. Semakin tinggi tingkat investasi modal

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik atau
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pelayanan masyarakat yang kemudian menciptakan kemandirian
daerah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki
daerah dan memberikan proposi belanja modal yang lebih besar
untuk pembangunan sektor-sektor produktif di daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu
data yang akan diteliti adalah dari hasil laporan realisasi APBD
tahun 2012 sampai 2019 dari Kabupaten/Kota pada Provinsi
Banten. Selain itu, dalam penelitian ini mengurangi variabel
terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indra Sulistyaningsih
dan Haryanto menggunakan data tahun 2013 sampai 2017 dari
hasil laporan realisasi APBD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah dan menggunakan variabel Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel terikat. Hasil yang
diperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja

Modal.
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
terhadap Belanja Modal dengan judul “PENGARUH DANA
ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL DI
PROVINSI BANTEN”.

. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah

dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi
khusus (DAK) yang tidak sesuai dengan tujuan yang
semestinya.

2. Pemanfaatan Belanja Modal seharusnya lebih diutamakan
untuk rneningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat,
sehingga presentase Belanja Modal seharusnya lebih besar

dari pada Belanja Operasi.
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3. Masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah
terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah,
keterbatasan sarana dan prasarana.

4. Masih banyak daerah yang setiap tahunnya tidak
memanfaatkan Dana Alokasi khusus (DAK) yang disalurkan
pemerintah pusat.

C. Batasan Masalah
Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan yang akan
dilakukan dalam penelitian ini maka penulis akan membatasi
masalah agar penelitian lebih terfokus dan terarah sehingga tidak
menyimpang dari sasaran pokok yang akan dibahas, pembatasan
masalah yang dilakukan dalam penilitian ini yaitu:

1. Fokus penelitian variabel bebas yang digunakan adalah Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Fokus penelitian variabel terikat yang digunakan adalah
Anggaran Belanja Modal.

3. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten.

4. Periode penelitian dari tahun 2012-2019.
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten?

2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap
Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten?

3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Modal
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)
Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di

Provinsi Banten.
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2. Untuk Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK)
Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten.

3. Untuk Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja
Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta dapat
memudahkan pembaca untuk mencari referensi dalam
melakukan sebuah penelitian yang berkaitan tentang Dana
Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, diharapkan peneliti ini dapat

menjadi pemicu semangat untuk terus belajar dan menambah
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pengalaman dalam menghadapi permasalah yang dialami
Provinsi Banten serta penelitian ini diharapkan dapat
menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan
di bidang belanja modal dalam pemerintah daerah, Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
serta sebagai ajang ilmiah untuk penerapan berbagai teori
selama masa perkuliahan.
3. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada
pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana dari pemerintah
pusat secara proporsional dan disajikan secara transparan
sehingga dapat terwujud good governance.
G. Kerangka Pemikiran
Menurut Uma Sukeran, kerangka pemikiran merupakan
model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan
berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.
Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis
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perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan
dependen.’

Belanja Modal merupakan suatu pengeluaran anggaran untuk
perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat
dalam bentuk jangka panjang. Belanja modal juga berperan
sangat penting dalam melayani kebutuhan masyarakat, dalam
meningkatkan pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal
diperlukan adanya pendapatan daerah salah satunya yaitu dan
perimbangan.

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan
keuangan antara pemerintahan pusat dengan daerah yang
bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam hal ini ada dua
jenis dana perimbangan yang akan diteliti yaitu Dana Alokasi
Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan
keuangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang

° Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung: ALFABETA, 2016), h. 64.
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direalisasikan melalui belanja modal. Selain itu Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan
Dana yang bersumber dari APBN. Dimana Dana Alokasi Khusus
(DAK) di alokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas
nasional. Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mengurangi
beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh
pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berfikir dalam

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Anggaran Belanja

Modal

|

Dana Alokasi Khusus
(DAK) (Y)

Dana Alokasi Umum | (X1)
(DAU)

(X2)
Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran
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Dari Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penulis akan
melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap
Belanja Modal. Tempat vyang dipilih vyaitu diseluruh
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang memiliki kelengkapan
data realisasi pemasukan dan pengeluaran anggaran pada tahun
2012 sampai dengan 2019.

Alasan utama penulis memilih variabel Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena anggaran
pendapatan utama pemerintah daerah untuk mengurangi
kesenjangan fiskal, sedangkan Belanja Modal karena anggaran
pengeluaran pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan
sebagai penunjang dalam peningkatan kualitas masyarakat.

. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan
dalam pembahasan masalah yang dihadapi, serta memudahkan
dalam pembahasan penelitian, maka penulisan skripsi ini akan

dibagi menjadi V bab, yaitu sebagai berikut:
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Bab I Pendahuluan

Pada bab pertama merupakan pendahuluan, penulis
menjadikan tolak ukur dalam langkah-langkah penelitian. Bab ini
memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.
Bab Il Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua merupakanini berisi tinjauan pustaka untuk
membahas teori-teori dan pemikiran yang digunakan dalam
penyusunan skripsi ini, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal.
Bab 111 Metode Penelitian

Pada bab ketiga ini merupakan metode penelitian yang akan
membahas metode penelitian yang akan digunakan berdasarkan
pokok masalah utama untuk mencapai hasil dan tujuan yang
diinginkan. Peneliti akan menguraikan secara rinci tentang tempat
dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan
sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi

operasional dan pengukuran variabel dan teknik analisis data.
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab keempat merupakan pembahasan hasil penelitian
yang akan menguraikan tentang gambaran umum penelitian,
pengujian dan analisis data sebagai interpretasi hasil analisis, dan
terakhir pembahasan hasil analisis data.
Bab V Penutup

Pada bab terakhir ini merupakan penutup akan menguraikan
kesimpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang
diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat

keterbatasan penelitian dan saran berdasarkan hasil peneliti.






